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BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

: Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolalan dan TanggungJawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



14.

13.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
BarangMilik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomorl42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014
Nomor 8);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020
Nomor 60);

26. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019,
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor
19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito
Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2020 Nomo 45);

27. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 yang
terakhir dirubah (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2020 Nomo 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020,
terdiriatas:

a. PENDAPATAN

1. PendapatanAsli Daerah Rp 61.662.077.727,74
2. Pendapatan Transfer — Dana Perimbangan Rp 646.417.218.652,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 166.964.915.204,56
JumlahPendapatan Rp 875.044.211.584,30
b. BELANJA
1. BelanjaTidakLangsung Rp 501.019.001.190,50
a) Belanja Pegawai Rp 311.994.623.753,04
b) Belanja Subsidi Rp 599.999.999,00

c) Belanja Hibah Rp 17.232.460.000,00



d) Belanja Bantuan Sosial

e) Belanja Bagi Hasil kepada
ProvinsiKab/Kota dan Pemerintahan
Desa

f) Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kab/Kota, Pemerintahan Desa
dan Partai Politik

g) Belanja Tidak Terduga

2. BelanjaLangsung
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Barang dan Jasa
c) Belanja Modal

3. Surplus/(Defisit)

c. PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto

Ll A N .

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan

Pasal 2

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

528.400.000,00
0,00

161.553.421.509,00

9.110.095.929,46
282.502.730.916,23
65.332.978.621,00
145.037.200.809,49
72.132.551.485,74
91.522.479.477,57

72.008.639.887,68
10.000.000.000,00
62.008.639.887,68
153.531.119.365,25

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Laporan Operasional Pendapatan-LO dan BebanTahun 2020, terdiri atas:

a. PENDAPATAN -LO
1. Pendapatan Asli Daerah — LO
2. Pendapatan Transfer - LO
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah —
LO
JumlahPendapatan - LO

Rp
Rp
Rp

Rp

61.044.132.037,74
706.399.054.605,10
124.940.906.883,00

892.384.093.525,84



b. BEBAN OPERASI - LO

1. Beban Pegawai Rp 313.247.508.753,04
2. Beban Persediaan Rp 34.361.721.926,99
3. Beban Barang Rp 0,00
4. Beban Jasa Rp 141.579.177.524,31
5. Beban Pemeliharaan Rp 12.134.241.458,74
6. Beban Perjalanan Dinas Rp 24.125.145.437,00
7. Beban Bunga Rp 0,00
8. Beban Subsidi Rp 599.999.999,00
9. Beban Hibah Rp 38.688.637.589,00
10. Beban Bantuan Sosial Rp 697.987.000,00
11. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 97.635.280.805,77
12. Beban Penyisihan Piutang Rp 857.347.058,52
13. Beban Lain-lain Rp 1.588.026.524,65
JumlahBebanOperasi Rp 665.515.074.072,02

c. BEBAN TRANSFER
1. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
) i Rp 245.000.000,00
Pemerintah Daerah Lainnya
2. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp 136.752.152.600,00

3. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Parpol Rp 545.209.559,00

Jumlah Beban Transfer Rp 137.542.362.159,00

Surplus/(Defisit) dariOperasi Rp 89.326.657.294,82
d. KEGIATAN NON OPERASIONAL

1.  Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 0,00

2. Defisitdari Kegiatan Non Operasional Rp 1.583.906.680,00

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Rp (1.583.906.680,00)

Operasional

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Rp 87.742.750.614,82
e. POS LUAR BIASA

1. Pendapatan Luar Biasa Rp 0,00

2. Beban Luar Biasa Rp 7.476.766.480,70

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp (7.476.766.480,70)
f. SURPLUS/(DEFISIT) - LO Rp 80.265.984.134,12

Pasal 6

Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 7

Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirinci
lebihlanjut ke dalam Penjabaran Laporan Operasional



Pasal 8

Penjabaran Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di TamianglLayang
Pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN

PAN N MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 93
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